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  ABSTRAK 

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA 

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN JENIS ANGKUTAN BARANG DI 

KOTA MEDAN 

 

MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH 

NPM : 1603100067 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh masalah tentang akuntabilitas kinerja 

dinas perhubungan dalam rangka pelayanan pengujian kendaraan jenis angkutan 

barang dikota medan. Dinas Perhubungan merupakan suatu organisasi yang 

berfungsi untuk menyelenggarkan pelayanan publik di bidang lalu lintas angkutan 

jalan. Salah satu program Dinas Perhubungan yaitu pengaturan angkutan barang 

melalui pengujian kendaraan jenis angkutan barang di kota medan. Sehingga 

dapat dirumuskan masalahnya dalam penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat 

dilakasanakan dengan sebaik-baiknya, maka harus dirumuskan masalahnya 

terlebih dahulu. Apapun yang menjadi masalahnya sehingga jelas dari mana yang 

harus dimulai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang akuntabilitas 

kinerja dinas perhubungan dalam pelayanan pengujian kendaraan jenis angkutan 

barang. Dan sebagai katagorisasi dalam penelitian ini adalah adanya tahapan 

pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang, adanya ukuran yang jelas 

dalam pengujian jenis angkutan barang, adanya objek pengujian kendaraan jenis 

angkutan barang. Hasil penelitian tentang akuntabilitas kinerja dinas perhubungan 

dalam pengujian kendaraan jenis angkutan barang di kota medan. Maka dari 

penelitian yang sudah dilakukan dapat disumpulkan bahwa uji berskala dinas 

perhubungan dalam meningkatkan kepatuhan uji berkala dikota medan sudah 

berjalan dengan efektif dikantor dinas perhubungan juga sudah melakukan 

tahapan penyusunan program yang terbaru lebih efektif. 

 

Kata kunci : akuntanbilitas, kinerja,pelayanan pengujian kendaraan bermotor 
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        BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Ruang lingkup pelayanan publik meliputi berbagai macam aspek 

kehidupan masyarakat yang sangat luas dan kompleks. Kinerja organisasi yang 

baik sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik yang mengutamakan 

kepuasan pelanggan ( masyarakat). Namun, selama ini birokrasi belum mampu 

menunjukkan kondisi prima sesuai dengan harapan masyarakat. Kondisi tersebut 

merupakan salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan kinerja birokrasi dalam 

upaya menuju Good Governance 

Organisasi publik merupakan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan 

bagi warga Negara. Peran organisasi publik sangat sentral dalam sistem 

pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga terciptanya 

suatu kinerja yang tinggi dalam organisasi publik perlu diupayakan agar 

penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsif 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang semakin kompleks. 

Karakteristik negatif tentang birokrasi di Indonesia seperti inefisiensi, kaku, 

prosedural, lamban, berbelit-belit dan korup terlanjur melekat dalam persepsi 

masyarakat tentang birokrasi yang ada di Indonesia. Meskipun setiap instansi 

pemerintah telah mengadakan perbaikan dan peningkatan yang signifikan setiap 

tahunnya, namun masih dirasa kurang. Peningkatan kinerja menjadi salah satu faktor 
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utama untuk memperbaiki kondisi birokrasi di Indonesia. Adanya evaluasi kinerja 

dalam suatu organisasi merupakan upaya peningkatan kinerja yang optimal. 

Organisasi publik masih mengalami kesulitan tentang kinerja pelayanan yang sesuai 

dibandingkan dengan privat. 

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat juga 

menjadi faktor dominan untuk menunjang tercapainya tujuan. Masyarakat sebagai 

pelaku utama (pelanggan) dan ditunjang oleh pemerintahan yang responsive dapat 

menunjang keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang optimal. Dinas 

Perhubungan kota Medan sebagai lembaga pelayanan publik bidang transportasi, 

harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat terutama dalam 

kegiatan pelayanan pengujian kendaraan jenis angkutan barang. 

 Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khusunya di kementrian 

perhubungan , sudah di atur dalam undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan (PP LLAJ).  Serta pada pembahasan mengenai menteri 

perhubungan republik indonesia nomor PM 133 tahun 2015 tentang pengujian 

berkala kendaraan bermotor (permenhub PBKB). 

Pada pasal 53 ayat 1 UU LLAJ, uji berskala yang dimaksud, wajib dilakukan 

pada kendaraan seperti mobil penumpang umum, bus, angkutan barang yang di 

operasikan dijalan. Lalu kembali pada pasal 2, pengujian berkala termasuk kegiatan, 

pemeriksaan dan pengujian fisik pada kendaraan serta pengesahan hasil uji. 

Terkait dengan waktu pelaksanaanya, juga sudah menyatakan pada pasal 5 ayat 3 

Permenhub PBKB, di mana uji berkala pertama dilakukan paling lama satu tahun, 

setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali keluar. 
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Kemudian pada ayat 3, penambahan berkala selanjutnya dilakukan 6 bulan 

setelah uji berkala, dan dilakukan terus menerus setiap enam bulan sekali. 

Pengujian kendaraan angkutan barang memang penting dan juga berpengaruh pada 

transportasi jalan yang diselenggarakan oleh Negara dengan tujuan untuk 

mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, 

tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi 

lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, 

pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang 

pembangunan nasional. 

Kendaraan bermotor/jenis angkutan barang  sangatlah penting bagi kebutuhan 

masyarakat dalam berbagai hal membantu memenuhi kebutuhan seperti angkutan 

untuk bahan makanan,pokok,bahan bangunan, dan bahan pakaian ataupun bahan 

primer masyarakat. selain memenuhi kebutuhan primer tersebut juga banyak 

kebutuhan masyarakat yang perlu di penuhi untuk kebutuhan sehari hari. Pemenuhan 

kebutuhan masyarakat harus membutuhkan banyak dukungan dari transportasi 

angkutan barang yang memadai  dan memberikan manfaat kepada masyarakat. 

sehingga pelayanan publik dalam hal ini di dinas perhubungan sangatlah penting dan 

sangat diperlukan membantu terciptanya moda angkutan barang yang dapat 

membantu masyarakat agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berlalu 

lintas melalui pengujian kendaran bermotor angkutan barang sesuai dengan undang-

undang yang telah ditetapkan pemerintah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Agar peneliti dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya maka harus 

dirumuskan masalahnya terlebih dahulu apa yang menjadi masalahnya terlebih 

dahulu.apa yang menjadi masalahnya sehingga jelas dari mana yang harus dimulai. 

Perumusan maslah dilakukan agar peneliti mengetahui arah batasan penelitian serta 

pokok yang akan dibahas dalam suatu peneltian Berkaitan dengan diatas maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Dinas 

Perhubungan Dalam Rangka Pelayanan Pengujian Kendaraan Jenis Angkutan 

Barang Di Kota Medan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa 

adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai 

sasaran sebagaimana yang diharapkan. Selaras dengan perumusan masalah yang 

peneliti kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah Untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Rangka 

Pelayanan Pengujian Kendaraan Jenis Angkutan Barang Di Kota Medan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari  penelitian ini adalah sebagai  

berikut: 

1. Bagi penulis, yaitu dapat menambah dan memperluas wawasan penulis 

dalam karya ilmiah terutama yang berkaitan tentang akuntabilitas kinerja 

dinas pehubungan dalam rangka pelayanan pengujian kendaraan jenis 
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angkutan.barang.dikota.medan. 

2. Bagi akademis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

kepustakan di bidang ilmu pengetahuan dan dapat menjadi rujukan 

penelitian.selanjutnya. 

3. Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan saran dan masukan kepada 

pemerintah dinas perhubungan dalam akuntabilitas kinerja dinas pehubungan 

dalam rangka pelayanan pengujian kendaraan jenis angkutan barang dikota 

medan 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Bab I Adalah pendahuluan yang berfungsi menjelaskan tentang kerangka 

dasar penelitian yang berisikan latar belakang masalah, permasalahan 

yang ada didalamnya terdapat rumusan masalah , tujuan dan manfaat 

penelitian . 

Bab II Berisikan tentang teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Pada bab ini terdapat lebih dari satu teori ataupun data yang 

membahsa permasalahan menjadi topik dalam skripsi, jika teori-teori 

tersebut saling berkaitan. 

Bab III  Didalam bab ini terdiri dari metode penelitian, lokasi penelitian, 

populasi dan sampling yang digunakan pada penelitian tersebut, 

teknik pengumpulan data dan teknik analisa data yang dipakai pada 

penelitian ini. 
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Bab IV  Berisikan hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan berdasarkan 

kuisioner yang dibagikan dan data yang didapat yang akan dianalisis 

dan diuji. 

Bab V Hasil simpulan penelitian serta saran yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang didapatkan. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1 Akutantabilitas 

Menurut Halim (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki 

hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 

Akuntabilitas Publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Asas akuntabilitas merupakan asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 

(Tiwinarni, 2017:18). 

Mardiasmo (2016:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan 

bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media 

pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Berdasarkan beberapa kajian 

teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan istilah 

yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk 

dapat didefinisikan. 

Menurut Syahrudin Rasul ( 2002 : 8 ) adalah kemampuan memberi jawaban 

kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap 
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masyarakat luas dalam suatu organisasi. Menurut Mardiasmo ( 2006 : 3 ) Sebagai 

bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelasanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yabg dilaksanakan secara 

periodik. Menurut Mahmudi ( 2010 : 23 ) Kewajiban agen (pemerintah) untuk 

mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan 

kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi 

mandat (prinsipal). 

Akuntabilitas merupakan istilah yang melekat dalam kajian tata pemerintahan 

(Governance). Akuntabilitas memiliki beberapa makna yang 9 terminologinya sering 

dikaitkan dengan beberapa konsep seperti answerability, responsibility, liability dan 

terminologi lain yang berkaitan dengan harapan pemberi mandat dengan pelaksana 

mandat (Wibisono, 2018:6). Menurut Mardiasmo (2016:46) akuntabilitas adalah 

sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan 

sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. 

Menurut sulistoni (2003-35) pemerintah yang accountable memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

a. Mampu menyajikan informasi peyelenggaraan pemerintah secara terbuka, 

cepat,dan tepat kepada masyarakat.  

b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.  

c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 

pembangunan dan pemerintahan  



9 
 

 
 

d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik 

secara proposional,dan  

e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui 

pertanggungjawaban publik,masyarakat dapat menilai derajat pencapaian 

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan 

bahwa akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan 

sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. Akan tetapi hal ini sering 

dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun 

masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban 

kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan 

terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak 

atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan 

kewenangan. 

 

2.1.1 Fungsi Akuntabilitas 

Menurut mardiasmo (2004-69) agar dapat berfungsi dengan baik dalam 

menerapkan suatu sistem akuntabilitas perlu di tetapkan : 

a. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan 

program.hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah 

mengembangkan suatu pernyataan dengan cara yang konsisten.  
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b. Pola pengukuran tujuan : setelah tujuan dibuat dan hasil dapat 

diindentifikasi,perlu  ditetapkan suatu indikator kemajuan yang mengarah pada 

pencapaian tujuan dan hasil.  

c. Pelaporan dan penggunaan data : suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat  

menghasilkan data yang cukup banyak informasinyang dihasilkan dan dirancang 

denga  hati-hati.  

d. Pengakomodasian sistem intensif, suatu sistem intensif perlu di sertakan dalam 

sistem akuntabilitas. 

e. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk 

mendorong akuntabilitas. 

Akuntabilitas juga dibedakan menjadi beberapa macam atau tipe, Jabra & 

Dwidevi sebagaimana dijelaskan oleh Sadu Wasistiono (2007:50) mengemukakan 

ada lima perspektif akuntabilitas, yaitu: 

a. Akuntabilitas Administratif/organisasi Pertanggungjawaban antara pejabat yang 

berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.  

b. Akuntabilitas Legal Akuntabilitas jenis ini merujuk pada dominan publik 

dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa 

peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun 

pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal 

adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Akuntabilitas Politik Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan 

pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan 

pendistribusian sumber- sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan 
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tanggugjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada 

tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik. 

d.  Akuntabilitas Profesional Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan 

tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. 

Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.   

e. Kuntabilitas Moral Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di 

kalangan masyarakat. Hal ini lebh banyak berbicara tentang baik atau buruknya 

suatu kinerja atau tindakan. 

 

2.1.2     Jenis akuntabilitas 

 Akuntabilitas terdiri dari beberapa jenis tergantung konteks yang sedang 

dipakai. Menurut Mardiasmo (2002:21), akuntabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu: 

a. Akuntabilitas Vertikal adalah sebuah kondisi di mana seseorang mampu    

mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada jabatan otoritas di 

atasnya. Misalnya saja akuntabilitas kepala dinas kepada walikota, kepala 

cabang kepada direktur, atau menteri kepada presiden.  

b. Akuntabilitas Horizontal adalah tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat 

dan lingkungan eksternalnya yang tidak ada hubungan antara atasan dan 

bawahan. Tanggung jawab di sini biasanya berhubungan erat dengan 

penyelesaian tugas pada pelayanan publik. 

  Sasaran pertanggungjawaban ini yaitu laporan keuangan yang disajikan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, 

dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya tiga 

komponen tersebut dengan baik akan menghasilkan suatu informasi yang dapat 
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diandalkan dalam hal pengambilan keputusan, tiga komponen tersebut menjadi 

indikator dari akuntabilitas keuangan. 

a. Integritas Keuangan Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, 

integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan Integritas 

laporan keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang 

disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat 

pengguna salah arah. Oleh karena itu informasi yang digunakan harus 

menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal. Selain itu laporan 

keuangan harus bisa disajikan secara terbuka dan digambarkan secara jujur.  

b. Pengungkapan Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun 

dan disajikan menjadi gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di 

pemerintahan. Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan 

pelaporan keuangan.  

c. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. 

  Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi 

sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor 

publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (horizontal 

accountability) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability). 

Tuntutan yang muncul adanya perlu dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat 

menggambarkan kinerja lembaga sektor publik 

 Selain itu menurut Revrisond Baswir (2000:7) menyatakan bahwa laporan 

keuangan  pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh 
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pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam 

membuat keputusan ekonomi, maupun politik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai 

hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak 

yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Akuntabilitas 

pemerintahan tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberikan kepada rakyat 

tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan dan 

masyarakat beserta penggunanya. 

 

2.1.3 Dimensi Akuntabilitas 

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) Dimensi akuntabilitas dibedakan 

menjadi lima bagian, yaitu : 

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accuntability for probity and legality) 

Akuntabilitas hukum yaitu kepatuhan kepad hukum dan peraturan lain yang 

menjadi syarat didalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran yaitu penghidaran 

penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolus. Akuntabilitas hukum menjamin 

penegakan supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin 

adanya praktik organisasi yang sehat. 

b. Akuntabilitas Program Program organisasi sebaiknya adalah program yang 

bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi an tujuan 

organisasi. Lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan program yang 

sudah dibuat sampai dengan pelaksanaan program.  

c. Akuntabilitas Manajerial Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja 

adalah pertanggungjawaban untuk melaksanakan pengelolaan organisasi 

secara efektif dan efisien. 
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d. Akuntabilitas Kebijakan Organisasi publik harus dapat 

mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi kedepannya. 

e. Akuntabilitas Finansial Akuntabilitas finansial yaitu pertanggungjawaban 

lembaga publik dalam pemakaian dana publik (public money) secara 

ekonomis, efektif dan efisien, tidak ada kebocoran dana dan pemborosan dan 

juga korupsi. 

Sedangkan menurut Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2009:21-22) 

menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh 

organisasi sektor publik yaitu : 

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (accountability for probity and legality). 

b. Akuntabilitas Proses (process accountability).  

c. Akuntabilitas Program (program accountability). d).Akuntabilitas Kebijakan 

(policy accountability) 

Dibawah ini adalah penjelasan mengenai dimensi akuntabilitas adalah 

sebagai berikut :  

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum Akuntabilitas kejujuran (accountability 

for probity) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of 

power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan 

jaminan adanya 25 kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang 

disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.  

b. Akuntabilitas Proses Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur 

yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal 
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kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan 

prosedur akuntansi.  

c. Akuntabilitas Program Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan 

apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah 

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal 

dengan biaya yang minimal. 

d. Akuntabilitas Kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan 

pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-

kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat 

luas. 

 

2.2 Kinerja 

Kinerja dalam organisasi,merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak 

memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. 

Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot 

sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan – kesan buruk 

organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – tanda peringatan 

adanya kinerja yang merosot. 

a. menurut Mangkunegara (2000: 67). “Kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya”.  Kemudian menurut Sulistiyani (2003:223 

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajer
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai
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“Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan 

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya’’ 

b. Menurut  Hasibuan (2001:34) “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan 

serta waktu.  Menurut Barry Cushway (2002: 1998) “Kinerja adalah menilai 

bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah 

ditentukan”. 

c. Menurut Rivai ( 2004: 309) mengemukakan kinerja adalah merupakan 

perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”.   

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson Terjamahaan Jimmy Sadeli 

dan Bayu Prawira (2001: 78), “menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan”. 

d. Menurut Yusniar Lubis, Bambang Hermanto & Emron Edison (2019: 26) 

"kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama 

periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan, standar atau kesepakatan yang 

telah ditetapkan sebelumnya". 

Berdasarkaan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu 

maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh 

kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta 

keinginan untuk berprestasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karyawan
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2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001: 82) faktor-faktor 

yang memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: 

a. Kemampuan mereka.  

b. Motivasi.  

c. .Dukungan yang diterima. 

d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan  

e. Hubungan mereka dengan organisasi. 

Menurut Mangkunegara (2000:67) dalam mangkunegara (2007:13) 

memengaruhi kinerja antara lain:  

a. Faktor kemampuan Secara psikologis, kemampuan atauy ability pegawai 

terdiri atas kemampan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). 

b. Faktor motivasi, Motivasi terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi (situasion) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap 

mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha 

mencapai potensi kerja secara maksimal. 

David C. Mc Cleland (1997) seperti dikutip Mangkunegara (2001: 68), 

berpendapat bahwa “Ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan 

pencapaian kerja”. Motif berprestasi dengan pencapaian kerja. Motif berprestasi 

adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau 

tugas dengan sebaik baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) 
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dengan predikat terpuji. Selanjutnya Mc. Clelland, mengemukakan 6 karakteristik 

dari seseorang yang memiliki motif yang tinggi yaitu:  

a. Memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

b. Berani mengambil risiko. 

c. Memiliki tujuan yang realistis. 

d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuan. 

e. Memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang 

dilakukan.  

f. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogamkan 

Menurut herry simamora dalam prabu mangkunegara (2007:14) kinerja 

dipengaruhi tiga faktor yang terdiri dari : 

a. kemampuan,keahlian 

b. latar belakang 

c. demografi dan,  

d. Faktor psikologi yang terdiri dari:      

a) persepsi.  

b)  attiitude.  

c) Personality. 

d) pembelajaran. 

e)  Motivasi dan , 

e.  Faktor organisasi yang terdiri dari : 

a) sumber daya.  
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b) kepeminpinan.  

c)  penghargaan.  

d)  struktur.   

e)  job design 

Kinerja individu adalah hasil kerja anggota baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan standart kerja yang ditentukan 

2.2.2.  Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya 

kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada 

dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika 

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat 

diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. 

Menurut Hasibuan (2000-87), Penilaian kinerja adalah aktivitas bagi para 

manajer untuk melakukan evaluasi terhadap tingkah laku berprestasi para 

karyawan yang dilanjutkan dengan menentukan kebijaksanaan kedepannya. Hal 

yang berkaitan dengan penilaian kinerja seperti penilaian loyalitas, kejujuran, 

leadership, teamwork, dedikasi dan partisipasi. Menurut Mathis dan Jackson 

(2006:382), Penilaian kinerja adalah proses evaluasi terhadap karyawan dalam 

melakukan pekerjaan yang dikomparasikan dengan standar yang dilanjutkan 

dengan memberi informasi tersebut pada karyawan. Penilaian kinerja sering 

disebut juga pemberian peringkat pada karyawan melalui peninjauan, evaluasi, 

dan penilaian hasil kerja. 
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Menurut Bambang Wahyudi ( 2002: 101 ) “penilaian kinerja adalah suatu 

evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja / 

jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”. Menurut 

Henry Simamora ( 2004: 338 ) “ penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh 

organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan”. 

 

2.2.3 Aspek-Aspek Kinerja 

Aspek-aspek kinerja pegawai menurut Prabu Mangekunegara (2010: 67) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai berikut : a). Hasil kerja 

bagaimana seseorang mendapatkan sesuatu yang dikerjakannya. b). Kedisiplinan, 

adalah ketepatan dalam menjalankan tugas, bagaimana seseorang menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai dengan tuntutan waktu yang dibutuhkan. c). Tanggung jawab 

dan kerjasama, adalah bagaimana seseorang bisa bekerja dengan baik walaupun 

dalam dengan ada dan tidak adanya pengawasan. 

 

2.2.4.  Tujuan Penilaian Kinerja 

Menurut Syafarudin Alwi ( 2001: 187 ) secara teoretis tujuan penilaian 

dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development yang bersifat 

efaluation harus menyelesaikan:  

a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi  

b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision  

c. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar meengevaluasi sistem seleksi. 

Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan: 
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a. Prestasi riil yang dicapai individu. 

b. Kelemahan- kelemahan individu yang menghambat kinerja. 

c. Prestasi- pestasi yang dikembangkan. 

Menurut Rivai (2010: 311) tujuan kinerja pada dasarnya meliputi : 

a. Untuk mengetahui tingkat prestasi pegawai.  

b. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji 

pokok dan intensif uang.  

c. Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan.  

d.  Meningkatkan motivasi kerja. 

e. Meningkatkan etos kerja.  

f. Sebagai pembeda antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. 

g. Memperkuat hubungan karyawan melalui diskusi tentang kemajuan kerja 

mereka.  

h. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan sumber daya manusia 

dan karir. 

i. Membantu penempatkan karyawan sesuai dengan pencapaian hasil kerjannya.  

j. sebagai alat untuk tingkatan kinerja 

 

2.2.5  Manfaat Penilaian Kinerja 

Menurut Rivai (2013: 315) manfaat kinerja pada dasarnya meliputi : 

a. Perbaikan prestasi, dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan prestasi 

karyawan. 
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b. Keputusan penempatan, membantu dalam promosi, perpindahan dan 

penurunan pangkat pada umumnya. 

c. Sebagai perbaikan kinerja pegawai. 

d. Sebagai latihan dan pengembangan pegawai. 

e. Umpan balik sumber daya manusia. Prestasi yang baik atau buruk diseluruh 

perusahaan mengidentifikasikan seberapa baik Sumber Daya Manusianya 

berfungsi 

 

2.3  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  

 

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara 

periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan 

disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabikitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

2.3.2  Syarat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud 

dengan baik,harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : (LAN, 

2003:5) 

a. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber 

daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara 

b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh stasf instansi yang bersangkutan 



23 
 

 
 

 

c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan 

 

d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh 

e. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat 

 

f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan 

    2.3.3  Pengertian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

  Sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya dilakukan 

berulang untuk melaksanakan suatu serangkaian aktivitas. Sejumlah karakteristik 

sistem yakni lebih kurang membentuk ritme tertentu, terkoordinasi, dan 

mengulang serangkaian tahap tertentu (Anthony dan Govindarajan, 2002). 

Pembangunan serangkaian sistem dalam organisasi bertujuan untuk menegakkan 

prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik dalam rangka mencapai tujuan. 

 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya 

adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu 

perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan 

kinerja (LAN, 2003:3). 

 Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong 

terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat 
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untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi 

pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi 

pemerintah. Dikatakan juga dalam Inpres tersebut bahwa sasaran Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : 

a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat 

beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadapa aspirasi 

masyarakat dan lingkungannya 

b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah 

 

c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan 

nasional 

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah 

 

2.3.4.  Perencanaan Strategis 

 

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, 

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin 

timbul, sehingga Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan 

program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan 

dapat dicapai (Instruksi Presiden No : 7 Tahun 1999). Dengan perencanaan 

strategis berarti organisasi telah mempunyai komitmen dan menyiapkan diri 

melakukan perubahan (LAN, 2003:14).\ 

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan 

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah 
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agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, 

dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, 

instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, 

peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas 

kinerjanya. 

2.3.3.2 Visi 

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah, visi berkaitan 

dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus 

dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, 

antisipatif, inovatif, serta produktif (LAN, 2003:7). Menurut Keputusan Kepala 

LAN Nomor 239/1X/6/8/2003 rumusan visi hendaknya : 

a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi 

b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas 

c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan  strategik yang 

terdapat dalam sebuah organisasi 

d. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus 

berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya 

e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi 

f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi 

g. Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi 
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h. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas 

i. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan  strategik yang 

terdapat dalam sebuah organisasi 

j. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus 

berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya 

k. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi 

l. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi 

Dan dengan adanya rumusan visi yang jelas, diharapkan mampu : 

 

a. Menarik komitmen dan menggerakkan orang 

 

b. Menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi 

 

c. Menciptakan standar keunggulan 

 

d. Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan 
 

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi 

visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan 

menggerakkan segala sumber daya instansi. 

2.3.3.3 Misi 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan (LAN, 2003:7). Misi 

suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi karena misi 

merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, 

misi juga membawa organisasi kepada suatu fokus, menjelaskan mengapa 

organisasi ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. 

Menurut Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003, Perumusan 
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misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk 

perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan 

stratejik. Rumusan misi hendaknya : 

a. Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi 

b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai 

c. Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi 

pemerintah 

d. Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders 

2.3.3.4 Tujuan 

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan (LAN, 2003:8). Tujuan 

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan 

pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan juga 

tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat 

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. 

Kriteria penyusunan tujuan stratejik menurut Modul Diklat Teknis 

LAKIP yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri Tahun 2006 adalah 

sebagai berikut : 

a. Harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sejalan dengan 

kebijaksanaan pemerintah, dan memperjelas visi yang telah ditetapkan 

b. Merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang teridentifikasi 
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dalam kajian lingkungan internal/eksternal serta dikembangkan untuk 

menjawab isu-isu stratejik. 

c. Tidak akan mengalami perubahan yang bermakna, kecuali apabila terjadi 

sesuatu perubahan yang sangat mendasar atau apabila hasil yang diinginkan 

dalam mengatasi isu stratejik tertentu tidak tercapai 

d. Mencangkup jangka waktu yang relatif panjang, lebih dari dua tahun 

e. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan pada saat kini dengan 

tingkat pelayanan yang ingin dicapai 

f. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh organisasi 

g. Menunjukkan kejelasan arah organisasi dan program-programnya 

h. Harus menantang, akan tetapi realistis dan dapat dicapai 

2.3.3.5 Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang 

lebih pendek dari tujuan. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat 

keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. 

Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) 

masing-masing (LAN, 2003:8). 

 

2.3.4 Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) 

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke 

dalam kebijakan-kebijakan dan program-program (LAN, 2003:8). 

a. Kebijakan 

 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah 
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ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau 

petunjuk dalam pegembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna 

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, 

serta visi dan misi intansi pemerintah (LAN, 2003:8). 

b. Program 

 

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk 

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi 

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna 

mencapai sasaran tertentu (LAN, 2003:9). 

 

2.3.5 Perencanaan Kinerja 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui 

berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kierja ditetapkan rencana capaian 

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran 

dan kegiatan (LAN, 2003:12). 

 

2.3.6 Sasaran 

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran 

sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran 

mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan 

rencana tingkat capaiannya (targetnya) (LAN, 2003:12). 
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2.3.7 Program 

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program 

yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan 

dalam strategi diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya 

diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada 

tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan (LAN, 2003:13). 

 

2.3.8. Kegiatan 

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program 

yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk 

mencapai sasaran dan tujuan tertentu (LAN. 2003:13). 

Menurut Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003, Perumusan 

misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan dari pihak-pihak 

yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk 

perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan 

stratejik. Rumusan misi hendaknya : 

a. Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi 

b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai 

c. Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh 

instansi pemerintah 

d. Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders 
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2.3.9.  Tujuan 

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan (LAN, 2003:8).  

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan 

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka 

merealisasikan misi. Tujuan juga tidak harus dinyatakan dalam bentuk 

kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin 

dicapai di masa datang. 

2.3.10. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (LAN, 

2003:18). Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang 

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa 

indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. 

Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi 

akuntansi terutama menentukan indikator kinerja (performance indicator) 

sebagai dasar penilaian kinerja. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk 

melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang 

memadai. 
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2.3.11. Kerangka Pengukuran Kinerja 

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan yaitu penetapan 

indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. 

Penetapan indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja sebagaimana 

yang diuraikan dalam perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja ini dilakukan 

dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan 

dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dipeoleh melalui dua 

sumber yaitu : 

a. Data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi 

b. Data ekternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data 

sekunder 

Pengumpulam data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja 

yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi 

pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah 

tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi 

dan efektivitas (LAN, 2003:18). 

Pengukuran kinerja mencakup : (LAN, 2003:19) 

 

Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat 

pencapaian) dari masing-masing keompok indikator kinerja kegiatan 

a. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat 

pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator 

sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen 

Rencana Kinerja 
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2.3.12. Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, 

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat 

dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa 

yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan 

cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun 

realisasi. 

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh 

instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu 

input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat 

efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, 

manfaat atau dampak (LAN, 2003:25). 

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan- 

pembandingan antara : 

a. Kinerja nyata dengan kinerja direncanakan 

b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya 

c. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya 

ataupun dengan kinerja sektor swasta 

d. Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar 

internasional 

2.3.13.  Analisis Akuntabilitas Kinerja 

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja 

kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan 
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misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategi. Dalam analisis 

iniperlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan 

secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang 

telah ditetapkan.  

Analisis tersebut dilaukan dengan menggunakan informasi/data yang 

diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan pula 

evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu 

sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya (LAN, 2003:26). 

 

2.3.14. Kinerja Instansi Pemerintah 

Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut Keputusan Kepala 

Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai 

penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan 

tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 

program dan kebijakan yang ditetapkan. 

2.3.15. Instansi Pemerintah 

Definisi instansi pemerintah menurut Keputusan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 adalah perangkat Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri 

dari :Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, 

Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi : Markas 

Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian 
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Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, 

Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan 

Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara 

 

2.4  Pelayanan Publik 

Menurut Pasalong (2010:128), pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai 

aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam 

pelayanan terdapat dua aspek yaitu seseorang/organisasi dan pemenuhan kebutuhan. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 

Sedangkan menurut Mahmudi (2010:223), pelayanan publik adalah Segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur 

pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak 

untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah 

memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai 

pungutan lainnya. Dengan demikian pelayanan publik menurut Mahmudi adalah 
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kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan publik untuk pemenuhan 

kebutuhan publik. 

Menurut Moenir (2002:88), dalam pelaksanaan suatu pelayanan publik, 

terdapat beberapa faktor yang mendukung yaitu: 

a. Kesadaran pegawai 

Adanya kesadaran dari pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga membawa pengaruh yang positif 

dan menimbulkan pelayanan yang baik. 

b. Adanya aturan 

Adanya aturan dalam organisasi mutlak diperlukan agar organisasi dan 

pekerjaan dapat berjalan teratur dsan terarah. 

c. Faktor organisasi 

Yaitu merupakan pengaturan dan mekanismekerjaan (sistem, prosedur, dan 

metode) yang harus mampu mengasilkan pelayanan yang memadai. 

d. Faktor kemampuan dan keterampilan 

Dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai maka pelaksanaan 

tugas/pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan 

semua pihak sehingga menimbulkan pelayanan yang memuaskan. 

e. Faktor sarana pelayanan 

Adanya sarana pelayanan yang memadai dan mencukupi sehingga tercipta 

efektifitas dan efesiensi suatu pelayanan 

Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik di atas dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan publik adalah proses aktifitas/kegiatan pemberian layanan yang 
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dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

2.4.1 Bentuk-Bentuk pelayanan publik 

 Moenir (2000:190-196) menyatakan bahwa layanan umum yang dilakukan 

oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari 3 macam, yaitu : 

a. layanan dengan lisan, 

b. layanan melalui tulisan dan, 

c. layanan dengan perbuatan. 

 Ketiga bentuk tersebut tak selamanya berdiri sendiri secara murni, 

melainkan sering berkombinasi. Bentuk layanan dapat dirangkum sebagai berikut : 

a. Layanan dengan lisan, dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan 

masyarakat  (HUMAS), bidang layanan informasi di bidang-bidang lain tugasnya 

memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Agar 

supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan ada syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan yaitu :  

a) Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam tugasnya. 

b) Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar , singkat 

tetapi cukup jelas. 

c) Bertingkah laku sopan dan ramah tamah. 

d)  Meski dalam keadaan sepi tidak ngobrol dan bercanda dengan teman 

karena tamu menjadi segan untuk bertanya.  
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e) Tidak melayani orang-orang yang sekedar “ ngobrol” dengan cara yang 

sopan. Jadi layanan lisan haruslah sesuai dengan norma, budaya dan tingkah 

laku yang berlaku di Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis 

f) layanan dengan tulisan, merupakan bentuk pelayanan yang paling menonjol 

dalam pelaksanaan tugas, pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup 

efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar layanan 

dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang 

harus diperhatikan ialah factor kecepatan baik dalam pengolahan masalah 

maupun dalam proses penyelesaian (pengetikan, penandatangan, dan 

pengiriman kepada yang bersangkutan). 

g) Layanan berbentuk perbuatan, pada umunya layanan dalam bentuk 

perbuatan 70-80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan 

bawah karena itu factor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat 

menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan. Jenis layanan ini 

memang terhindar dari layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan 

layanan lisan sering bergabung. Hal ini disebabkan hubungan lisan paling 

banyak dilakukan dalam hubungan perbuatan. Secara umum (kecuali yang 

khusus dilakukan melalui hubungan tulis karena faktor jarak) jadi tujuan 

utama orang yang berkepentingan mendapatkan pelayanan dalam bentuk 

perbuatan atau hasil perbuatan bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan 

secara lisan. 

 Jadi dapat disimpulkan dari ke tiga bentuk layanan tersebut saling terkait 

yang hasilnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskan mereka yang 
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berkepentingan. Proses pelayanan adalah serangkaian proses pelayanan suatu 

pekerjaan terdiri atas beberapa perbuatan atau aktifitas yang dilakukan secara 

beruntun atau sistematis dengan kata lain kegiatan satu dengan yang lainnya saling 

berkaitan dan berurutan sesuai dengan daur kegiatannya. Perbuatan atau aktivitas 

tersebut dapat diperhitungkan, direncanakan dan ditetapkan standar waktunya untuk 

mengetahui berapa waktu yang diperlukan dalam pembuatan atau memproses suatu 

pekerjaan perlu pengamatan berulang-ulang terhadap proses pelayanan 

 

2.5 Unsur-Unsur Pelayanan 

 Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu 

(Bharata,  2004:11):  

a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu 

kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan 

penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).  

b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (costomer) atau 

customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.  

c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada 

pihak yang membutuhkan layanan.  

d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus 

mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat 

penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu 

biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang 

mereka nikmati. 
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2.6 Asas-Asas Pelayanan 

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik 

sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk 

memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan 

wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka di keluarkannya 

undang-undang mengenai pelayanan publik. 

Adapun asas-asas pelayanan publik yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:  

a. Kepentingan umum, yaitu; Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan 

kepentingan pribadi dan/atau golongan.  

b. Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan.  

c. Kesamaan hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, 

golongan, gender, dan status ekonomi.  

d.  Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu Pemenuhan hak harus sebanding 

dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun 

penerima pelayanan.  

e. Keprofesionalan, yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang 

sesuai dengan bidang tugas. 

f. Partisipatif, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.  

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga negara berhak 

memperoleh pelayanan yang adil.  
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h.  Keterbukaan, yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses 

dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 

i. Akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu Pemberian 

kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam 

pelayanan. 

 

2.7 Prinsip Pelayanan Publik 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Mustopadidjaja dalam 

Ahmad (2012; 65-66) mengemukakan beberapa prinsip dalam penyediaan pelayanan 

pada sektor publik, yaitu: 

a. Menetapkan standar pelayanan artinya standar tidak hanya menyangkut standar 

atas produk pelayanan, tetapi juga standar 30 prosedur pelayanan dalam kaitan 

dengan pemberian pelayanan yang berkualitas.  

b.  Terbuka terhadap kritik dan saran maupun keluhan, dan menyediakan seluruh 

informasi yang digunakan dalam pelayanan.  

c. Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil, dalam 

pemberian barang layanan tertentu, dimana masyarakat pelanggan secara 

transparan diberikan pilihan.  

d. Mempermudah akses kepada seluruh masyarakat (pelanggan). E 

e. Membenarkan suatu hal dalam proses pelayanan ketiak hal tersebut 

menyimpang.  



42 
 

 
 

f.  Menggunakan semua sumber yang digunakan untuk melayani masyarakat 

pelanggan secara efisien dan efektif.  

g.  Selalu mencari pembaruan dan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan. 

Di samping itu, Batinngi dan Ahmad (2013: 54-55) dalam bukunya 

Manajemen Pelayanan Publik mengatakan untuk mewujudkan layanan berkualitas, 

perlu diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Sebelum segala sesuatu dimulai, proses dan prosedur harus di tetapkan lebih 

awal.  

b. Proses atau prosedur tersebut harus diketahui oleh semua yang terlibat. Proses 

dan prosedur itu tidak boleh membingungkan dan mengundang interprestasi 

ganda.  

c.  Kualitas muncul dari orang-orang yang bekerja dalam system., artinya orang-

orang bekerja mengikuti system, satu mata rantai, 31 yang akhirnya 

membuahkan hasil. Apabila system itu baik, maka kecil kemungkinan 

kesalahan akan terjadi.  

d.  Peninjauan kualitas oleh para eksekutif perlu dilakukan secara priodik, dalam 

arti perlu diadakan penyempurnaan dari prosedur jika dipandang perlu dengan 

memperhatikan selera pihak yang dilayani.  

e.  Kualitas pelayanan dapat dicapai hanya apabila para pemimpin organisasi 

menciptakan iklim budaya organisasi yang memusatkan perhatian secara 

konsisten pada peningkatan kualitas dan kemudian menyempurnakannya 

secara berkala. 
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2.8  Indikator Pelayanan 

(Menurut Ratminto dan Atik 2012:175) menggunakan ukuran tangibel, 

reliability, responsivenes, assurance, empathy yaitu : 

a. Tangibel atau ketampakan fisik yaitu: fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan 

fasilitas-fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan. 

b. Reliability atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 

c.  Responsivenes atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong pengguna 

layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.  

d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan dan kemampuan para 

petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna 

layanan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan analisis data 

kualitatif, yaitu suatu penelitian konsteksual yang menjadikan manusia sebagai 

instrument dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dengan kaitannya dengan 

pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Alasan peneliti 

menggunakan metode deksriptif dengan analisis ata kualitatif dikarenakan peneliti 

ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih 

spesifik, transparan, dan mendalam. Penelitian ini berusaha menggambarkan 

situasi sehingga data yang akan terkumpul bersifat deskriptif untuk  

mengidentifikasi kinerja Dinas Perhubungan di Kota Medan. 
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3.2  Kerangka Konsep 

 

Tabel  3.3.1 

keragka konsep penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Definisi Konsep 

Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan 

peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya. Definisi konsep 

memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara 

Faktor Pendukung: 

- Lokasi 
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AKUNTABILITAS KINERJA DINAS 

PERHUBUNGAN DALAM RANGKA 

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN 

JENIS  ANGKUTAN BARANG DI KOTA 

MEDAN 

FAKTOR PENGHAMBAT 

 

1. WAKTU/JAM 

2. MASYARAKAT 

MENGANGGAP PENGUJIAN 

KENDARAAN BERMOTOR 

ITU TIDAK PENTING 

3. JADWAL/HARI 

 

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN 

BERMOTOR JENIS ANGKUTAN BARANG 
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mendasar dan menyamankan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta 

menghindari alah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian. 

 Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 

mempunyai ciri yang sama orang mewakili konsep mampu mengadakan abstraksi 

tehadap objek-objek yang dihadapi dalam kesadaran orang dalam bentuk 

representasi mental tak berperaga. Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian 

ini dapat didefinisikan sebagai berikut : 

a. Akuntabilitas adalah kewajiban untun bertanggungjawab terhadap   

keberhasila atau kegagalan kepada organisasi yang membutuhkan 

pertanggungjawaban. 

b. Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) 

individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan 

oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar 

serta keinginan untuk berprestasi. 

c. Pelayanan Publik adalah proses aktifitas atau kegiatan pemberian layanan 

yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Kategori menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian 

sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian 

pendukung untuk analisis data variabel tersebut. Adapun yang menjadi 

kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu: 
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a. Adanya tahapan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang 

b.  Adanya ukuran yang jelas dalam pengujian kendaraan  jenis angkutan 

barang 

c. Adanya objek pengujian kendaraan jenis angkutan barang 

 3.5 Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang seseorang atau 

organisasi kepada sebuah agensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling dimana peneliti memilih key informan dan informan 

yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Adapun yang 

menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu: 

a. Kepala PKB Dinas  Perhubungan  Kota Medan : Mulyono S.E 

b. Masyarakat Pengguna pengujian kendaraan jenis angkutan barang:  

1) Sugiono 

2) Syahwalludin 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara. Peneliti tidak melakukan partisipasi secara total dalam kehidupan 

objek penelitian selama berlangsungnya penelitian. Peneliti memfokuskan pada 

objek yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan teknik wawancara, peneliti 

menggali makna data dengan mengaitkan informasi yang diterima dengan 

konteks. 
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3.7 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kategorisasi. Data yang didapat akan dipilah berdasarkan kategori- 

kategori yang ada dan tiap-tiap kategori diberikan kesimpulan, maka kesimpulan 

ini diambil dari kesimpulan-kesimpulan kategori 

 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

  `Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari akhir bulan  

febuari 2021 sampai dengan pertengehan dibulan maret 2021 . Lokasi dalam 

penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan  Kota Medan  yang diberi 

wewenang dalam melaksanakan pelayanan pengujian kendraaan. 

 

3.9  Deskripsi Ringkas Objek Penelitian  

3.9.1 Sejarah Ringkas Dinas Perhubungan Kota Medan  

                 Sejak zaman colonial hingga tahun 1951 pemerintah belum memiliki 

perundang-undangan lalu lintas secara nasional, sehingga undang-undang yang 

mengatur jalan dan lalu lintas kendaraan didasarkan pada perundang-undangan 

yang dibuat oleh Belanda. Undang-undang lalu lintas kendaraan di Indonesia yang 

pertama adalah Motor Reglement pada tahun 1917, dalam hal pengaturan 

pengujian kendaraan bermotor dipercayakan kepada pemerintah lokal sesuai 

dengan kebutuhan setempat. Pada tahun 1933 Motor Reglement diganti dengan 

Undang-Undang Lalu Lintas Jalan atau Wogver keersordonnatie (stattblods 1933 

No. 86) dimana telah ditentukan keharusan pengujian di seluruh negeri bagi setiap 
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bus, mobil, gerobag, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan 

penumpang umum. Kemudian undang-undang ini diikuti dengan peraturan 

pelaksanaan pemerintah (wagvekeerding) tanggal 15 Agustus 1936 (staat blads 

1936 no. 451).              

Pada tahun 1951 pemerintah Indonesia telah meninjau kumpulan Undang-

Undang Lalu Lintas Jalan dan wogverkeersverrordening tahun 

1936,diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan telah dikeluarkan sebagai 

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1951 tentang Lalu Lintas Jalan(Lembaran 

Negara No. 144) kemudian keputusan Direktur Perhubungan dan Irigasi (wogver 

keersbesluit-ven w) tanggal 26 September 1936 juga diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia sebagai keputusan Menteri Perhubungan No. 2441 / Ment, 

tanggal 1 Juli 1951 (lembaran Negara No.144). 

Pada tahun 1965 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan No. 7 tahun 1951 

untuk pertama kalinya diganti dengan undang-undang baru yaitu UndangUndang 

No. 3 tahun 1965 (lembaran Negara No. 25 tahun 1965) yang secara  khusus 

mencabut Undang-Undang yang lama. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

No. 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya tersebut, segala 

peraturan lalu lintas jalan lama tidak berlaku lagi. Namun dari pasal 36 Undang-

Undang No. 3 tahun 1965 ada keputusan keputusan tentang lalu lintas jalan yang 

akan terus berlaku sampai dirubah atau diganti dengan peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang tersebut. 

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan  

       Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan kota  
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Medan  mempunyai visi dan misi yang tercantum dalam Renstra (Rencana  

Strategi) tahun 2020 – 2021.  

Visi tersebut:  

“Terwujudnya lalu lintas Angkutan Jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, 

teratur, dan nyaman serta efisien yang mampu memadukan moda transportasi 

sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan sector transportasi 

yang berwawasan lingkungan di kota Medan”. Sedangkan misinya yaitu: 

a. Menyelenggarakan transportasi yang handal, terpadu, dan terjangkau oleh 

daya beli masyarakat guna meningkatkan mobilitas orang, barang, dan jasa.  

b. Mewujudkan moda transportasi yang memenuhi persyaratan teknik dan layak 

jalan.  

c. Menyelenggarakan management dan rekayasa lalu lintas serta bimbingan 

keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat sektor transportasi. 

 

3.9.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan  

Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang lalu lintas angkutan Jalan dan mempunyai fungsi 

antara lain:  

a. Penyelenggaraan tata usaha Dinas  

b. Penyusunan rencana program pengendalian evaluasi dan pelaporan.  

c. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta bimbingan  
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keselamatan dan ketertiban lalu lintas.  

d. Pengaturan angkutan orang dan angkutan barang.  

e. Pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan bengkel.  

f. Penyelenggaraan uji kendaraan.  

g. Penyelenggaraan penyuluhan.  

h. Pembinaan jabatan fungsional.  

i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

 

3.9.4  Struktur Organisasi 

  Susunan dan struktur organisasi di Dinas Perhubungan kota Medan diatur 

dalam Peraturan Daerah kota Medan. 6 tahun 2001 tentang susunan Organisasi 

dan tata kerja Perangkat Daerah kota Medan. Adapun struktur organisasi pada 

Dinas Perhubungan kota medan adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas  

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:  

1) Sub Bagian Umum  

2) Sub Bagian Kepegawaian  

3) Sub Bagian Keuangan  

c. Sub Dinas Bina program, terdiri dari:  

1) Seksi perencanaan  

2)  Seksi pengendalian evaluasi dan pelaporan  

d. Sub Dinas Lalu Lintas, terdiri dari:  

1) Seksi Manajemen dan rekayasa lalu lintas  

2)  Seksi bimbingan keselamatan dan ketertiban  
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e. Sub Dinas Angkutan, terdiri dari:  

1) Seksi Angkutan orang  

2) Seksi Angkutan barang  

f. Sub Dinas teknik sarana dan prasarana, terdiri dari:  

1) Seksi teknik kendaraan dan bengkel  

2) Seksi uji kendaraan  

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari:  

1) Unit Pelaksana Teknik Dinas Terminal 

2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan sebagaimana pada 

halaman berikut : 
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Gambar 3.9.4 

Bagan  Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Penyajian Data 

Pada bab ini  penulis menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui 

penelitian di lapangan memalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan 

pada bab ini terdahulu. Demikian juga hal nya permasalahan yang hendak dijawab 

dalam bab ini adalah akuntabilitas kinerja dinas perhubungan dalam rangka 

pelayanan pengujian kendaraan jenis angkutan barang di kota medan. Dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara 

mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu : pertama, penelitian 

di awali tentang pengumpulan data dan berbagai hal yang dikaitkan dengan 

permasalahan yang ingin di jawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 3 

orang informan yang terdiri dari orang pegawai dinas perhubungan di kota medan 

dan 2 orang masyarakat kota medan. 

Wawancara berguna untuk dilakukan memperoleh hasil jawaban dari 

rumusan permasalahan yang peneliti tentukan serta memperoleh data-data yang 

sangat mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut akan berupa peryataan 

dari informan mengenai permasalahan skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan 

kurang lebih dua minggu. 
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4.1.1 Prosedur Pelayanan  

Prosedur pelayanan dilakukan sebagai salah satu indikator untuk melihat 

apakah kinerja  pelayanan organisasi yang dalam hal ini pengguna kendaraan 

bermotor dinas perhubungan kota medan baik atau buruk. Prosedur pelayanan dalam 

hal ini penguji kendaraan bermotor dalam hal diukur apakah selama ini dinas 

perhubungan kota medan telah melakukan tugasnya dengan baik atau sesuai prosedur 

pelayanan yang telah di tetapkan dan apakah prosedur yang telah dibuat sudah 

diangap baik bagi pengguna jasa. Dan apabila dinas perubungan kota medan belum 

melakukan sesuai dengan prosedur pelayanan yang telah di tetapkan sebelumnya 

maka dapat dikatakan bahwa dinas pehubungan kota medan dalam melaksanakan 

tugasnya dan fungsinya belum baik dalam memberikan pelayan kepada masyarakat. 

Pada dasarnya tugas dan fungsi dinas perhubungan kota medan dibagian 

penguji kendaraan bermotor kegiatannya dimulai dari pengumpulan data pemohon, 

administrasi data pemohon, proses foto kendaraan pehonon dan pemeriksaan 

kendaraan sampai dengan hasil pengujian kendaraan. Sehingga dengan demikian 

target yang ini dicapai oleh dinas pehubungan kota medan bagian pengujian 

kendaraan bermotor adalah tertib administrasi dan kepuasaan bagi pengunna jasa 

pengujian terhadap pelayanan yang telah diberikan. 

Kegiatan pengujian bermotor di dinas perhubungan kota medan dapat 

dijelaska dengan bagan prosedur pengujian kendaraan bermotor dari tahap 

pengumpulan data pemohon, administrasi baik berkas atapun biaya administrasi, 

proses pemeriksaan kendaraan dan sampai dengan hasil pengujian adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.1 

Prosedur Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas 

Perhubungan Kota Medan 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

Pemilik 

 

1. Pendaftaran  

2. Uji berkala pertama 

3. Uji berkala 

4. Numpang uji masuk 

5. Mutasi masuk 

6. Numpang uji keluar 

7. Mutasi keluar 

 

Penyerahan LHP 

 dan buku uji 

Pembayaran retribusi 

ADMINISTRASI PKB 

Proses :   

1. KIP 

2. Buku Uji 

3. Plat Uji 

4. Stiker KIR 

5. Surat - Surat 

Kasi Teknik / PKB 

Gedung PKB 

Proses Pengujian  

Pemeriksaan kendaraan  

 

Pemasangan tanda 

 uji stiker KIR 

 Tanda samping 

 

Pengujian 

Kendaraan Telah 

Selesai 
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Dari Prosedur diatas menerangkan bahwasannya pemilik kendaraan yang 

akan mengujikan kendaraan terlebih dahulu mendaftarkan ke bagian prosedur 

pendaftaran dan membayar biaya pengujian kedaraan kepada kantor bendahara. Para 

pemilik kendaraan membawa kelengkapan seperti buku uji kendaraan, surat tanda 

kendaraandan BPKB, setelah selesai  dalam proses pembayaran biaya pelayanan 

maka pemohon membawa kendaran ke gedung pengujian kendaraan bermotor. 

Petugas di gedung PKB memeriksa dan mencatat kelengkapan setiap kendaraan  

seperti kartu penguji , buku uji, dan surat kelengkapan lainnya. Setelah selesai  

melakukan pengujian kendaraan maka para pemohon pengujian kendaraan maka para 

pemohon pengujian kendaraan meminta plat kepada petugas untuk dipasang di plat 

nomor kendaraan pemilik uji kendaraan. 

 

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara  

  Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilaukan seseorang informan 

untuk di mintai keterangan berupa informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. 

Kendudukan yang di wawancarai adalah sumber informasi. Sedangkan pewawancara 

adalah pengali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara 

individual dimana wawancara yang dilakukan  dengan menggunakan pertanyaan 

yang sudah di siapkan sebelumnya dan terstruktur. 

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode 

wawancara dengan informan penelitian. Adapun terdaftar pertanyaan dalam 

wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna 

menjawab fenomena yang tengah diteliti. Hasil penelitiannya sebagai berikut : 
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4.2.1 Adanya tahapan pengujian kendaraan jenis angkutan barang 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 Maret 

2021 dengan Bapak Mulyono S.E selaku kepala PKB di dinas perhubungan kota 

medan. Tentang pertanyaan  apa saja tahapan yang harus dilakukan dalam pengujian 

kendaraan jenis angkutan barang, beliau mengatakan dengan cara pertama yaitu  

dengan melakukan prauji kendaraan pemilik, nomor uji kendaraan pemilik dan 

selanjutnya uji emisi pada kendaraan dan side slip ( timbangan ) ataupun uji tentang 

bobot muatan kendaraan pengetesan uji layak rem pada kendaraan. 

Tentang pertanyaan apakah ada kendala dalam tahapan pengujian kendaraan 

jenis angkutan barang, beliau mengatakan tidak ada proses pengujian yang 

mengalami kendala, semua aman terkendali. Tentang pertanyaan berapa lama waktu 

yang dibutuhkan dalam tahapan pengujian kendaraan jenis angkutan barang, beliau 

mengatakan waktu yang dibutuhkan untuk permobil memakan waktu 15 menit. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan 

Bapak Sugiono, selaku masyarakat pengguna kendaraan dikota medan. Tentang 

pertanyaan apakah bapak mengetahui tahapan apa saja yang dilakukan dalam 

menguji kendaraan jenis angkutan barang, beliau mengatakan mungkin tahapan yang 

dilakukan adalah menguji kendaraan,uji emisi gas buang angin pada mobil, uji tes 

rangka mobil dan uji tes pada rem mobil. 

Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui kendala yang akan dihadapi 

tahapan pengujian kendaraan jenis angkutan barang, beliau mengatakan tidak ada 

kendala selama pegujian dengan syarat mobil harus mengikuti prosedur dari yang 

telah di tetapkan. Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui berapa lama waktu 
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yang dibutuhkan dalam tahapan pengujian kendaraan, beliau mengatakan hampir 

sampai 15 menit lamanya. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan 

Bapak Syahwalludin  selaku masyarakat pengunna kendaraan dikota medan. Tentang 

pertanyaan  apakah bapak mengetahui  tahapan apa saja yang dilakukan dalam 

pengujian kendaraan jenis angkutan barang, beliaun mengatakan  tahapan yang 

dilakukan foto data mobil kendaraan , uji emisi,uji timbangan. 

Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui kendala yang akan dihadapi 

dalam tahapan pengujian kendaraan jenis angkutan barang, beliau mengatakan tidak 

ada kendala dalam pengujian apabila sudah kita cek terlebih dahulu sebelum 

berangkat pengujian. Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui berapa lama 

waktu yang dibutuhkan dalam tahapan pengujian kendaraan, beliau mengatakan 

hampir sampai 15 menit lamanya.  

 

4.2.2  Adanya ukuran yang jelas dalam pengujian kendaraan jenis angkutan  

          barang 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021, dengan 

bapak Mulyono S.E, selaku kepala PKB di dinas perhubungan kota medan. Apakah 

tujuan diadakannya penguji kendaraan jenis angkutan barang, beliau mengatakan 

mengatasi masalah polusi pada kendaraan dan mengatasi masalah keselamatan pada 

pengendaraan. 

Tentang pertanyaan apakah penguian kendaraan jenis angkutan barang 

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnnya, beliau mengatakan 
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sudah sesuai dengan berjalannya prosedur. Tentang pertanyaan apakah ada 

pengawasan dalam pengujian kendaraan jenis angkutan barang, beliau mengatakan 

setiap item memiliki pengawas pada bagian tertentu.  

Tentang pertanyaan apakah yang menjadi tolak ukur dalam pengujian 

kendaraan jenis angkutan barang, beliau mengatakan tolak ukurnya yaitu tentang 

pengereman pada kendaraan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 22 Maret 2021 dengan Bapak Sugiono, tentang pertanyaan apakah bapak 

mengetahui tujuan diadakannya pengujian kendaraan jenis angkutan barang, beliau 

mengatakan iya agar demi keselamatan bersama juga. 

Tentang pertanyaan apakah pengujian kendaraan jenis angkutan barang 

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, beliau mengatakan 

soal prosedur ataupun penguji sudah sesua dengan tujuan. Tentang pertanyaan 

apakah ada pengawasan dalam pengujian kendaraan jenis angkutan barang, beliau 

mengatakan ada pengawas dipengujian di setiap posisi. Tentang pertanyaan apakah 

yang menjadi tolak ukur dalam pengujian kendaraan jenis angkutan barang, beliau 

mengatakan soal chasis mobil atapun pengereman mobil. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 

dengan Bapak Syahwalludin,tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui tujuan 

diadakannya pengujian kendaraan jenis angkutan barang, beliau mengatakan iya kita 

harus mengikuti aturan pemerintah juga.  

Tentang pertanyaan apakah pengujian kendaraan jenis angkutan barang 

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnnya, beliau mengatakan 

prosedur dan penguji berjalan sesuai tujuan yg diutamakan. Tentang pertanyaan 
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apakah yang menjadi tolak ukur dalam pengujian kendaraan jenis angkutan barang, 

beliau mengatakan mengetahui sistem pengereman mobil. 

 

4.2.3 Adanya objek kendaraan jenis angkutan barang  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021, dengan 

bapak Mulyono S.E, selaku kepala PKB di dinas perhubungan kota medan. Apa saja 

objek dalam pengujian kendaraan jenis angkutan barang, beliau menjawab menguji 

kendaraan  selayak mungkin.   

Tentang pertanyaan apakah ada objek yang dikecualikan dalam pengujian 

kendaraan jenis angkutan barang, beliau menjawab seperti ambulan, pemadam 

kebakaran dan mobil pribadi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 22 Maret 2021 dengan Bapak Sugiono, Apa saja objek dalam pengujian 

kendaraan jenis angkutan barang, beliau menjawab objeknya itu iya di uji secara 

prosedur mereka. Tentang apakah ada objek yang dikecualikan dalam pengujian 

kendaraan jenis angkutan barang, beliau menjawab pemadam kebakaran.   

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 

dengan Bapak Syahwalludin, Apa saja objek dalam pengujian kendaraan jenis 

angkutan barang, beliau menjawab tes layak uji kendaraan Tentang apakah ada objek 

yang dikecualikan dalam pengujian kendaraan jenis angkutan barang,beliau 

menjawab kendaraan petugas negara. 

4.3 Pembahasan  

Pada sub bab ini, hasil dari penyajian data yang akan di analisis dengan tetap 

mengacu kepada hasil interprestasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam 
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penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh 

selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian 

yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang akuntabilitas 

kinerja dinas perhubungan dalam rangka pelayanan pengujian kendaraan jenis 

angkutan barang di kota medan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis 

berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan. 

 

4.3.1 Adanya tahapan pengujian kendaraan jenis angkutan barang 

Berdasarkan hasil tentang adanya tahapan dalam pengujian kendaraan jenis 

angkutan barang  yang mengatakan bahwa pelaksaan pengujian kendaraan bermotor 

di dinas perhubungan kota medan sudah berjalan dengan tahapannya, mulai dari 

indentifikasi visi,misi dan sasaran hingga pelaksaan program pengujian. Kendala 

yang dihadapi dalam tahapan pengujian kendaraan jenis angkutan barang di dinas 

perhubungan kota medan hanya kendala kesalahan pada mobil dan tidak ada masalah 

pada pelaksaan semua aman terkendali. 

Narasumber lain mengatakan bahwa tahapan yang dilakukan oleh penguji 

kendaraan di dinas perhubungan kota medan sudah berjalan sesuai dengan 

tahapannya, mulai dari pelayanan permohonan prosedur hingga membuat anggaran 

yang dibutuhkan. Selain itu juga memiliki kendaran dalam permasalahan masih pakai 

program yang lama dan tidak mengunakan program yang terbaru pada saat ini. 

Berdasarkan pernyataan tersebut apabila dibadingkan dengan teori tahapan 

penyusun program kerja. Tahapan penyusun program kerja menurut undang-undang 

nomor 22 tahun 2009 tentang  lalu lintas dan angkutan jalan (PP LLAJ), serta dalam 
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pembahasanya pada peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor 133 

tahun 2015 tentang pengujian berkala kendraaan bermotor ( Permenhub PBKB). 

Berdasarkan hasil analisis yang telah di uraikan diatas bahwa antara hasil 

wawancara dan dikaitkan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu 

lintas dan angkutan jalan,dan ada tahapan dalam penyusunan prosedur yang dapaat di 

simpulkan bahwa dinas perhubungan kota medan sudah menjalankan tahapan 

prosedur pengujian kendaraan sesuai dengan benar. 

 

4.3.2 Adanya ukuran yang jelas dalam pengujian kendaraan jenis angkutan    

barang 

Berdasarkan hail wawancara tentang adanya ukuran yang jelas dalam 

pengujian kendaraan jenis angkutan barang dari hasil wawancara ini yang 

mengatakan bahwa kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pengujian kendaraan 

bermotor sudah terlaksana dengan baik pada saat ini. Dinas Perhubungan kota medan 

juga melakukan pengawasan terhadap pelayanan prosedur maupun pelayanan 

pengujian dan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna kendaraan 

jenis angkutan barang. 

Narasumber lain juga mengatakan bahwa kepatuhan dalam melaksanan ujir 

berkala sudah terlaksana dengan adannya program yang terbaru yang tidak 

memperibetkan pengguna. Dengan adanya pengawasan pastinya membuat pelayanan 

pengujian berkala dengan baik. Juga sudah terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh 

pihak dinas perhubungan kota medan kepada masyarakat. 

Narasumber lain juga mengatakan bahwa ia selalu patuh dalam melakukan 

pengujia berkala. Dengan adanya pengawasan akan membuat pelayanan lebih baik 
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lagi dan juga terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dishub kepada 

masyarakat. Dalam beberapa pernyataan tersebut apabila dibadingkan dengan teori 

ukuran akuntabilitas kinerja. Ukuran akuntabilitas program menurut Mangkunegara 

(2000: 67). Yaitu : 

a. Ketetapann kinerja pegawai,yaitu sejauh mana perserta program tepat dengan 

sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya;  

b. sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggarakan program dalam 

melakukan bersosialisasi pada program sehingga mengenai pelaksanaan program 

dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasarannya perserta 

program khusunya;  

c. pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksaan 

program dengan tujuan,yaitu kegiayan yang dialukan setelah dilaksanakannya 

program sebagai bentuk perhatian kepada perserta program. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diurainkan di atas bahwa antara hasil 

wawancara dan kaitkan dengan teori Mangkunegara (2000: 67)., adanya akuntabilitas 

program dapat diambil kesimpulan bahwa dinas perhubungan kota medan memiliki 

ukuran yang jelas dalam akuntabilitas kinerja pegawai. 

 

4.3.4 Adanya objek Pengujian Kendaraan Jenis Angkutan Barang 

Berdasrkan hasil wawancara mengenai objek pengujian ujir berkala dari hasil 

wawancara yang mengatakan bahwa objek dari uji berkala adalah sesuai dengan 

penguasaan kendaraan yang dimiliki. Terdapat beberapa objek yang dikecualikan 
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dalam pengujian kendaran jenis angkutan barang. Objek yang dikecualikan seperti 

mobil dinas,ambulan,pemadam atapun pribadi. 

Narasumber lain mengatakan objek dari pengujian ujir berkala adalah sesuai 

dengan penguasaan kendaraan bermotor seperti pickup,bus dan truck. Terdapat objek 

yang dikecualikandalam pengujian uji berkala. Objek yang di kecualikan seperti 

pemadam kebakaran. Narasumber lain mengatakan dari uji berkala yaitu mobil 

pickuo,truck,dan bus terdapat beberapa objek yang dikeculikan seperti kendaraan 

petugas negara.  

  Beberapa pernyataan tersebut apabila dibadingkan dengan teori uji 

berkala. Uji berkala menurut Syahrudin Rasul (2002:11) adanya objek ujir 

berkala kendaraan jenis angkutan barang dapat diambil kesimpulan bahwa Dishub 

kota medan sudah sesuai yang ditetapkan oleh pemerinta Provinsi Sumatera 

Utara. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 

bahwa uji berkala Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kepatuhan uji berkala di 

kota medan sudah berjalan dengan efektif. Kantor Dinas Perhubungan juga sudah 

melakukan tahapan penyususan program yang terbaru lebih efektif lagi. Kantor 

Dinas perhubungan juga sudah menyusun tanggung jawab pegawai sesuai  prosedur 

berjalan dengan benar. Dibuktikan dengan sedikitnya hambatan yang dihadapi oleh 

pihak Disbub dalam melakukan kinerja pegawainya. 

Kantor Dinas Perhubunga Kota Medan memiliki kriteria kepatuhan terhadap 

pengguna kendaraan. Hal ini dapat diliat dari kriteria kepatuhan pengguna kendaraan  

sesuai dengan peraturan pasal 53 ayat 1 UU LLAJ. Kantor Dinas Perhubungan 

memiliki ukurang yang jelas dalam akuntabilitas kinerja pegawai, dapat diliat dari 

adanya pengawasan dalam pelayanan dan pelaksanaan program sudah berjalan 

dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dinas Perhubungan memiliki objek 

dalam pengujian yang telah di tetapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

 

5.2 Saran 

Berdasaran hasil penelitian yang diperoleh akuntabilitas kinerja dinas 

perhubungan dalam rangka pelayanan pengujia kendaraan jenis angkutan barang 

di kota medan. Maka dapat di kemukakan saran-saran sebagai berikut:       
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a. Dishub kota medan harus lebih meningkatkan tanggung jawab kinerja 

pegawai agar lebih muda dalam memperoses uji berkala yang akan diakan 

direncanakan kedepannya. 

b. Dishub kota medan  harus mengapresiasi beberapa masyarakat yang patuh 

dalam akan hal melakukan pengujian kendaraannya. 

c. Dishub kota medan harus lebih fokus lagi terhadap pelayanan-pelayanan 

kepada masyarakat ingin mengurus uji berkala agar mereka tidak tertipu 

oleh calo.Dishub kota medan harus memberi sanksi yang tegas agar tidak 

ada lagi masyarakat yang telat mengurus uji berkala kendaraan nya 

tersebut. 
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